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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, karena
berkat karunia-Nya, Sekretariat Daerah Aceh dapat menyusun dokumen Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026. Renstra Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023-
2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh
untuk 4 (empat) tahun ke depan dengan indikator yang terukur.

Rancangan akhir Renstra ini telah disesuaikan dan diselaraskan dengan
Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026. Renstra sebagai pedoman bagi
semua jajaran di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh dalam melaksanakan tugas dan
fungsi secara akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin
keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Selanjutnya untuk menjaga konsistensi agar selaras dengan dinamika
perubahan serta perkembangan lingkungan strategis, untuk kesempurnaan maka
diperlukan review secara berkala dari pihak-pihak terkait baik internal maupun
eksternal sesuai dengan tuntutan dinamika perkembangannya. Kepada semua pihak
yang terlibat dan berkonstribusi dalam penyusunan Renstra ini, kami ucapkan terima
kasih. Renstra Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023-2026 yang telah selesai disusun
menjadi pedoman bagi semua jajaran di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh untuk

penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

Banda Aceh, Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH ACEH

BUSTAMI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670722 199603 1 002
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Untuk
terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan
daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, maka perencanaan
pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem
perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana
Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah
disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam
rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang masa jabatan kepala
daerahnya berakhir pada tahun 2022. Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh
periode tahun 2017-2022 berakhir tanggal 5 Juli 2022. Sesuai dengan
Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Aceh wajib menyusun
Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026
yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun
2023-2026 yang kemudian menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) SKPA Tahun 2023-2026.

Sekretariat Daerah Aceh (Setda Aceh) sebagai salah satu perangkat
daerah menyusun Renstra Setda Aceh Tahun 2023-2026 yang berfungsi sebagai
landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Setda Aceh
selama empat tahun ke depan yang didalamnya juga mencakup perencanaan

penganggaran sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah Aceh.

Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh Tahun
2023-2026 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah,;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerabh;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032;

Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Aceh 2013-2033;

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada SKPA,;

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Percepatan
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh;

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh;
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.
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1.3.

1.4.

Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2023-

2026 ini adalah sebagai pedoman dan arah kerja Setda Aceh untuk

jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Tujuan penyusunan Renstra Setda Aceh

Tahun 2023-2026 adalah:

1. Menyelaraskan tujuan/strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan sehingga
program/kegiatan setiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan
berkesinambungan;

2. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja,

3. Peningkatan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan
kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal;

4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan
program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu empat tahun;

5. Merespon kondisi kekinian dampak dari Pandemi Covid-19 dan
diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta
Kepmendagri No0.050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah serta tentang yang
mengharuskan adanya penyesuaian nomenklatur dan indikator program;

6. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi

Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2023-
2026 sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan, dengan sub bahasan : latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB Il Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh, dengan sub
bahasan: Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya

Aparatur, Kinerja Pelayanan serta Peluang dan Tantangan.
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BAB Il

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VIl

BAB VI

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Aceh,
dengan sub bahasan : Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas

Pokok dan Fungsi, Visi, Misi, serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

Tujuan dan Sasaran, dengan sub bahasan : Visi dan Misi, Tujuan dan

Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan.

Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Aceh, dengan sub
bahasan : mengemukakan mengenai strategi dan arah kebijakan
dengan menunjukkan relevansi dan konsistensi tujuan, sasaran, strategi

Sekretariat Daerah Aceh dalam empat tahun mendatang.

Rencana Program dan Kegiatan, dengan sub bahasan : Program dan

Kegiatan

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, dengan sub bahasan:
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Aceh yang akan dicapai dalam
empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPA.

Penutup
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GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH ACEH

BAB I

\ 4
A

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Aceh V/

Berdasarakan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah Aceh, Setda Aceh mempunyai tugas membantu gubernur dalam

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan

tugas Perangkat Aceh serta pelayanan administratif.

a
b
C.
d
e

Untu
Pengoo
Pengoo

Pemant

k melaksanakan tugasnya, Setda Aceh menyelenggarakan fungsi:
rdinasian penyusunan kebijakan pemerintahan Aceh;
rdinasian pelaksanaan tugas SKPA;

auan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan Aceh;

Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada SKPA;

Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi sesuai dengan

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh, maka

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setda Aceh adalah sebagai berikut:

Susunan organisasi Setda Aceh, terdiri dari:
a. Sekda Aceh;
b. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat;

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

d. Asisten Administrasi Umum;

e. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

f. Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan;

g. Staf

dan

Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia

Hubungan Kerjasama.

Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat

terdiri dari:

a. Biro

Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahkan:

1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari:

a) Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan

Wilayah;

b) Subbagian Pemerintahan Umum; dan

c)

Subbagian Tata Usaha.
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. Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari:
a) Subbagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
b) Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan v/
Urusan; dan

c) Subbagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

. Bagian Kerjasama, terdiri dari:

a) Subbagian Kerjasama Antar Pemerintah;
b) Subbagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta; dan

c) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.

b. Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:

1.

Bagian Keistimewaan dan Keagamaan, terdiri dari:

a) Subbagian Tata Usaha;

b) Subbagian Sarana dan Prasarana Keistimewaan dan
Keagamaan; dan

c) Subbagian Kelembagaan Bina Keistimewaan dan Keagamaan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, terdiri dari:

a) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar |;

b) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Il; dan

c) Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Ill.

. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, terdiri dari:

a) Subbagian Kesehatan;
b) Subbagian Sosial; dan
c) Subbagian Pendidikan.

c. Biro Hukum, membawahkan:

1.

Bagian Peraturan Perundang-Undangan Aceh, terdiri dari:
a) Subbagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
b) Subbagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan

c) Subbagian Dokumentasi, Sosialisasi dan Naskah Hukum Lainnya.

. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota, terdiri dari:

a) Subbagian Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I;
b) Subbagian Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II; dan
c) Subbagian Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah llI.

. Bagian Bantuan Hukum, terdiri dari:

a) Subbagian Tata Usaha;
b) Subbagian Litigasi; dan

c) Subbagian Non Litigasi dan Hak Azasi Manusia.
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Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:
a. Biro Perekonomian, membawahkan:
1. Bagian Kebijakan Perekonomian, terdiri dari:
a) Subbagian Analisis Ekonomi Makro;
b) Subbagian Analisis Ekonomi Mikro; dan
c) Subbagian Tata Usaha.
2. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari:
a) Subbagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan;
b) Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan
Lingkungan Hidup; dan
c) Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.
3. Bagian BUMD dan BLUD, terdiri dari:
a) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan
dan Aneka Usaha,;
b) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan
Sanitasi; dan

c) Subbagian Badan Layanan Umum Daerah

b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
1. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
a) Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;
b) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa,;
c) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan
Jasa.
2. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri
dari:
a) Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
b) Subbagian Tata Usaha dan Pengembangan Sistem Informasi;
c) Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri
dari:
a) Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan
Barang dan Jasa,;
b) Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan
Barang dan Jasa; dan
c) Subbagian Pendampingan, Konsultasi dan/atau

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.
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c. Biro Administrasi Pembangunan, membawahkan:
1. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan

Daerah, terdiri dari:

a) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan APBA,;
b) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan APBN; dan
c) Subbagian Tata Usaha.
2. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan
Wilayah, terdiri dari:
a) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Wilayah I;
b) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Wilayah IlI; dan
c) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Wilayah lII.
3. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, terdiri dari:
a) Subbagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah;
b) Subbagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan

c) Subbagian Kebijakan Pembangunan Daerah.

IV. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
a. Biro Organisasi, membawahkan:

1. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; terdiri dari:
a) Subbagian Kelembagaan Provinsi;
b) Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan
c) Subbagian Analisis Jabatan.

2. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari:
a) Subbagian Reformasi Birokrasi;
b) Subbagian Akuntabilitas Kinerja; dan
c) Subbagian Budaya Kerja dan Pelayanan Perpustakaan.

3. Bagian Tatalaksana, terdiri dari:
a) Subbagian Tata Usaha;
b) Subbagian Tatalaksana Pemerintahan; dan

c) Subbagian Pelayanan Publik.

b. Biro Umum, membawahkan:

1. Bagian Rumah Tangga, terdiri dari:
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a) Subbagian Urusan Rumah Tangga Gubernur;
b) Subbagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan A
c) Subbagian Urusan Dalam dan Pengelolaan Kendaraan. 7
2. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, terdiri dari:
a) Subbagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah;
b) Subbagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset; dan
c) Subbagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset
Sekretariat Daerah.
3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
a) Subbagian Tata Usaha Biro;
b) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Sekretariat Daerah; dan

c) Subbagian Persuratan dan Arsip.

c. Biro Adminitrasi Pimpinan, membawahkan:

1. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, terdiri
dari:
a) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah;
b) Subbagian Kepegawaian Sekretariat Daerah; dan
c) Subbagian Tata Usaha.

2. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:
a) Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan;
b) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Pimpinan; dan
c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan.

3. Bagian Protokol, terdiri dari:
a) Subbagian Acara;
b) Subbagian Tamu dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat; dan

c) Subbagian Keprotokolan.

Untuk jelasnya struktur SOTK Setda Aceh, dapat dilihat
pada gambar 2.1 berikut :
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2.2. Sumberdaya Sekretariat Daerah Aceh

Potensi Sumber Daya Aparatur merupakan kondisi riil yang dimiliki oleh suatu
instansi pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut menyangkut jumlah
pegawai yang dimiliki untuk kemudian dipetakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat
pendidikan, jenjang kepangkatan, dan termasuk pula persebaran pegawai tersebut
dalam berbagai Biro/Unit Kerja.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, baik
yang memangku jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional
umum menurut golongan sebagaimana dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Komposisi Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Aceh
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Ruang

Jenis Kelamin Golongan
No Uraian Jumlah
L P v 1] 1l |
1 |Sekretaris Daerah 1 1 1
2 |Asisten 2 2 2
3 |Staf Ahli Gubernur 2 2 2
4 |Biro Pemerintahan dan Otda 35 21 14 9 24 2
5 |Biro Hukum 27 17 10 7 19 1
5 |Biro Kesra 32 17 15 8 21 3
7 |Biro Perekonomiian 32 16 16 9 21 2
8 |Biro Adm Pembangunan 26 17 9 7 18 1
9 |Biro Pengadaan Barang & Jasa 76 65 11 13 59 4
10 |Biro Organisasi 29 15 14 8 19 2
11 |Biro Adm Pimpinan 56 43 13 17 36 3
12 |Biro Umum 173 132 41 3 93 72 5
Tatal 491 348 143 86 310 90

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda

Dari tabel 2.1 di atas, jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat
Daerah Aceh secara kuantitas dan penyebarannya relatif sudah mencukupi. Namun
demikian secara kualitas masih perlu ditingkatkan sesuai dengan bidang tugas yang
diemban baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. jumlah pegawai negeri
sipil berdasarkan jenis kelamin, didominasi oleh laki-laki yang berjumlah 348 orang
atau 70,58%, apabila dibandingkan dengan pegawai perempuan yang berjumlah 143
orang atau 29,42%.

Berdasarkan golongan, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah
Aceh didominasi oleh golongan Ill sebanyak 310 PNS atau sebesar 63,14%, golongan
Il sebanyak 90 PNS atau sebesar 18,33%, golongan IV sebanyak 86 PNS atau
sebesar 17,52% dan golongan | sebanyak 5 PNS atau sebesar 1%.
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2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh

Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Aceh berdasarkan sasaran/target
Renstra periode sebelumnya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi membantu
Gubernur dalam menyusun kebijakan, pembinaaan dan mengkoordinasikan dinas
daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah selama tahun anggaran 2017-
2022 dapat digambarkan dengan indikator sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat
capaian kinerja pelayanan Sekretariat daerah Aceh, secara sederhana dapat
disampaikan sebagaimana lampiran yang bersumber dari tabel T-C 23 dari masing-
masing biro.

Dari tabel di atas terlihat bahwa kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Aceh
selama lima tahun terakhir dalam pencapaiannya rata-rata baik dan target yang telah

ditetapkan dapat tercapai.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Berkaitan dengan hasil kajian/analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Seketariat Daerah Aceh terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD
Kabupaten/kota (untuk Provinsi) dan Renstra SKPD Provinsi (untuk Kabupaten/kota),
hasil telaahaan RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup
Strategis) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan
pelayanan SKPD pada lima tahun yang akan datang, di Sekretariat Daerah Aceh tidak
dilakukan karena tidak ada keterkaitan antara Renstra K/L dan Renstra SKPD
Kabupaten/kota, namun demikian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait
dengan Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh terdapat beberapa
tantangan dan peluang antara lain:
a. Tantangan
1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan
program/kegiatan belum berjalan optimal,
2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efektif
dan efisien;
3. Etos dan disiplin kerja sumber daya aparatur yang efisien, efektif belum
Membudaya
4. Sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum
sesuai dengan standar kebutuhan;
5. Kompetensi dan distribusi sumber daya aparatur belum merata;
Sistem penilaian dan pengukuran kinerja dalam penerapanreward and
punishment belum optimal;
b. Peluang

1. Adanya kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi
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. Adanya komitmen pimpinan untuk mewujudkan tata kelola kepemerintaha

yang amanah A

. Peningkatan kualitas dan kopetensi sumber daya aparatur dilingkungan 7
Sekretariat Daerah Aceh terus dilakukan.

. Penguatan sitem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penerapan

dokumen (sistem AKIP) dalam rangka peningkatan akuntablitas inerja instansi

pemerintah terus diupayakan.

. Kuantitas Sumber Daya Aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah mencukupi.




BAB Il
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH ACEH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarakan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah Aceh, Setda Aceh mempunyai tugas membantu gubernur dalam

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan

tugas Perangkat Aceh serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Setda Aceh memiliki

beberapa permasalahan dan isu strategis, antara lain:

a.

Belum optimalnya uraian tugas ASN dalam analisis jabatan (anjab) dan
analisis beban kerja (ABK)

Tidak tersedianya informasi sertamerta untuk penyusunan sambutan
pimpinan/makalah pimpinan;

Penrapan system AKIP di lingkungan Pemerintah Aceh, SKPA dan
Kabupaten/Kota belum optimal

Inkonsistensi Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam pada tingkat
pusat dan Daerah.

Pembinaan terhadap kinerja fungsi intermediasi Lembaga permodalan/jasa
keuangan dan kelembagaan ekonomi masyarakat masih belum optimal.
Masih rendahnya pemahaman Organisasi Pemerintah Daerah di lingkungan
Pemerintah Aceh terhadap pemanfaatan data rupabumi dalam penyusunan
kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan.

Belum optimalnya upaya pembinaan oleh pemerintah pusat atas
penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan fungsi dan

kewenangan masing- masing dengan upaya koordinasi yang dilaksanakan
pada tingkat nasional, provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota

Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas peningkatan
sarana dan prasarana dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan kepada
masyarakat khususnya stakeholder yang bergerak dalam pengadaan barang
dan jasa pemerintah;

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, masih terdapat sejumlah peraturan pemerintah,
peraturan

presiden, Qanun Aceh yang perlu di tindaklanjuti

Masih tingginya pelanggaran syariat islam dan adanya dugaan aliran- aliran

sesat serta pendangkalan agidah
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3.2. Telaahan Renstra K/L
Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh, relatif memiliki A

keterkaitan dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang 7
ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Hal
tersebut didapat pada salah satu isu strategis Renstra Kementerian Dalam
Negeri Tahun 2020-2024, khususnya dalam hal penyelarasan pembangunan
pusat dan daerah, dimana di dalamnya terdapat isu strategis berupa “Belum
optimalnya penerapan SPM di daerah serta pengintegrasian indikator SPM
dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah”.

Berdasarkan isu strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri tersebut,
ditetapkan salah satu tujuan pelaksanaan pembangunan di Kementerian Dalam
Negeri berupa “Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan
daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi”, yang
memiliki sasaran “Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur

pemerintahan dalam negeri”.

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh
adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan untuk masa yang
akan datang. Sekretariat Daerah yang terdiri dari 9 (Sembilan) biro mempunyai
beberapa isu strategis yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi biro di
lingkungan Setda Aceh sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas kelembagaan, tata laksana dan sumber daya aparatur
2. Koordinasi dan pengawasan kebijakan pengendalian inflasi belum optimal.
3. Masih tingginya pelanggaran syariat islam dan adanya dugaan aliran sesat

serta pendangkalan agidah.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahunan, Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan,
Sekretariat Daerah Aceh juga menetapkan beberapa sasaran yang akan
dilaksanakan, Sasaran adalah rumusan kondisi yang mengambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Tujuan
dan Sasaran Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2017-2022 didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
Sebagai berikut:

a. Tujuan
Mewujudkan kebijakan yang berkualitas, penguatan koordinasi serta
pelayanan administratif dibidang Pemerintahan, Keistimewaan, Administrasi
Umum serta Perekonomian dan Pembangunan dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif dan efisien.

b. Sasaran

Sebagaimana salah satu tujuan Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026

untuk “Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional”,
memiliki sasaran “Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi
pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik”. Untuk menunjang
pencapaian salah satu sasaran pembangunan Aceh tersebut, serta sesuai
dengan tugas, fungsi dan tujuan Sekretariat Daerah Aceh, maka disusun
sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya nilai SAKIP
2. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat
3. Meningkatnya kualitas layanan acara, tamu, dan hubungan keprotokolan

pimpinan

Pengendalian Inflasi

Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Meningkatnya jumlah paket yang selesai pemilihan

N oo g &

Meningkatnya pembinaan dan jumlah kasus pengadaan barang/jasa yang
diselesaikan
8. Tersedianya ganun, peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang

sistematis dan berkualitas
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9. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan da
pemajuan HAM bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas. dan
komunitas masyarakat adat

10. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

b. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Aceh Tahun

2023-2026 yang diuraikan di atas, maka Indikator Kinerja Utama Pemerintah

Aceh yang berkorelasi dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh serta

berpedoman pada Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Aceh, maka
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Aceh dapat dilihat pada tabel 4.1

sebagai berikut:

syariat Islam
- Jumlah fasilitasi kegiatan
keistimewaan Aceh

Tahun 1999

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Aceh
SUMBER
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULSI/CARA PENGUKURAN PENJELASAN DATA
1 2 3 3 s 6
1| M ya Aspek Pelay Pengendalian Inflasi Daerah TPID menjaga keterjangkauan harga, Inflasi normal bila berada di Biro Perekonomian Setda
Umum Bidang Ekonomi ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan | angka 3 +/- 1 % Acch
komunikasi efektif melalui strategi (1) Operasi
Pasar, (2) Gerakan Tanam, (3) Hilirisasi
Pertanian (4) Perluasan Jarmgan Kerjasama
(KAD), (5) Subsidi Ongkos Angkut, (6)
Optimalisasi Cold Storage
Pertumbuhan Keuntungan Badan Usaha Pengukuran dilakukan oleh BPS pada 3 Kota | Akumulasi dani 3 (tiga) BUMA
Milik Aceh IHK (Indeks Harga Konsumen) yaitu Kota | yang akuf
Meulaboh. Kota Lhok dan Kota
Banda Aceh
2 | Meningkatkan Pemahaman dan Indeks Fasilitas: Kegiatan K dan |- Jumlah PHD yang terfasilitasi Untuk memenuhi UU Bagian Keistimewaan dan
pengamalan syariat Islam Keistimewaan - Jumiah fasilitasi regulasi terkait Keistimewaan Aceh No. 44 Kesra Setda Aceh

Indeks Fasilitas: Kesejahteraan Rakyat
Dasar

~Jumlah fasilitasi keterlibatan

Untuk memenuhi Permen PPPA

Biro Pe daan Barang
dan Jasa Setda Aceh

Non Pelay perempuan dalam perumusan No. |13 Tahun 2020
Dasar kebijakan
- Jumiah fasilitasi kegiatan
pemberdayaan perempuan
4 | N gkatnya derajat Indeks Kesehatan Masyarakat dan Kesra - Jumlah fasilitasi regulasi terkait k Untuk hi UU No. 11
masyarakat - Rasio Donor darah ASN Pemerintah Tahun 2009 tentang
Aceh Kesejahteraan Sosial
Indeks Tata Kelola Pengad:
N . I . (ITKP) merupakan salah satu
Meningkatnya tata kelola 2 5 ‘mpfnaph P _mla‘ SiRUP, | i dikator yang dinilai dalam
5 | kelembagaan lay dmi i Indeks tata kelola pengadaan barang dan ; cnl enn’,g\l, = Purz;:;s 4 mé ik penilaian reformasi birokrasi
pemermtahan serta layanan pubhk Jasa Pemermtah Aceh ‘cn RaIg e g, O MONIAS yang mengukur tata kelola
berbasis elektronik Kualifikasi dan Kompeteosi SDMTB] sevia pengadaan pada !mgkm
Tingkat Kematangan UKPBJ Pemenntah Aceh 1. SDM, kelemb
dm sistem pengndmn
Persentase jumlah akhir paket pengadaan Untuk mengetahui dan
barang dan jasa Pemerintah Aceh yang telah mengevaluasi jumlah paket
. -1 selesai pemilihan dibandingkan/dibagt jumlah | pengadaan barang dan jasa
6 | Menumnnya paket gagal lelang Rasio paket yang selesai pemilihan tiaiih g dan jasa Pemerintah Pemerintah Acch baik yang

Aceh yang dilelang/ diumumkan pada tahun
berjalan

selesai dilelang maupun gagal
Ielang

Migas)

APBA (APBA, DAK, Otsus Aceh
. Migas)

Pa’scmase Jumlah pmyclﬁamn Untuk mengetahui dan
/kendala la; luasi layanan pengadaan
Meningkatnya pengelolaan pelayanan | Persentase layanan pengadaan secara
7 pengadaan secara elektronik elcktronik secara elektmr:xk d,‘b.m;::mmdlw Jumlah secara clclk:;r‘nk dan pengguna
secara elektronik pada tahun berjalan dan jasa Pemenntah Aceh
8 Meningkatnya Pengendalian RFK APBA (APBA, DAK, Otsus Aceh, | Persentase Tersedianya laporan RFK Eval Py Jumlah dan ketep Biro Administrasi
Adminsitrasi Pembangunan Migas) Dana APBA (APBA, DAK, Otsus Aceh, laporan RFK Evaluasi Dana Pembangunan Setda Aceh

RFK APBK (APBK, DAK Kab/Kota,
DOKA Kab/Kota)

Persentase Tersedianya laporan RFK
Evaluas: Dana APBK (APBK, DAK
Kab/Kota, DOKA Kab/Kota)

Persentase Jumlah dan ketepatan
laporan RFK Evaluasi Dana
APBK (APBK, DAK Kab/Kota,

DOKA Kab/Kota)
RFK Dekon/TP (Provinsi & Kab/Kota) Persentase Tersedianya laporan RFK Persentase Jumlah dan ketepatan
Evaluasi Dana Dekon/TP (Provinsi & laporan RFK Evaluasi Dana
Kab/Kota) Dekan/TP (Provinsi & Kab/Kota)

Menmgkatkan Capaian
Pembangunan

Capaian Pembangunan Dacrah Sumber
Dana APBA dan APBN

2 capaian pemb sumberdana
APBA dan APBN

Untuk mengetahu dan
mengevaluasi kegiatan
pembangunan sumberdana APBA
dan APBN




VAVA

10 | Meningkatk Kuahmsf' bag: Indeks Kelemb Perolet luasi kelemb yang Untuk memenuhi Permenpan dan
Pemngijaenh dievaluasi dan dikeluarkan oleh Ki jan | RB Nomor 20 Tahun 20 Tahun
Dalam Negeri dan Peraturan Mendagri Nomar
99 Tahun 2018
11 Menmdmdmn Kualitas Indeks Pelayanan Publik Puoleban Nilai Indeks Pelayanan Publik yang Untuk memenuhi Permenpan RB
dan Pelay ievaluasi dan dikeluarkan oleh Ki jan | Nomor 17 Tahun 2017
Publik PAN dan RB
12 Menmgkatksn Ku.n!ms Pelsksmmn Nilai SAKIP Perolehan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Untuk memenuhi Permenpan RB
1 Birol il Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dievaluasi | Nomor 88 Tahun 2021
deelaymmndeelaym dan dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB
Perpustakaan
Indeks BerAKHLAK Perolehan Nilai Indeks BerAKHLAK Hasil Pengukuran Survei Budaya
dievaluasi dan dikeluarkan oleh K RB | Kerja ASN Untuk mengetahui
melalui Survei Pemetaan dan Pengukuran tingkat keterikatan ASN sehingga
Budaya Kerja ASN dapat meningkatkan komitmen
dan mempertahankan ASN yang
merupakan talenta-talenta terbaik
13 | Meningk kualitas pel P 1 administrast Sesuai dengan Peraturan Biro Administrasi
administrasi kepegawaian, kepegawaian, perencanaan yang Jumlzh dokumen administresi kepegawaian Gubemnur Nomor 12 tahun 2021 | Pimpinan Setda Aceh
perenc luasi dan pelap lesaik dan perencanaan yang terselesaikan tentang Kedudukan, Susunan
Materi dan Komunikasi Pimpinan, i o= X 100% Organisasi, Tugas, Fungsi Dan
serta pelayanan keprotokolan dan Jumlzh dokumen administrasi kepegawal Tata Kerja Sekretariat Daerah
aspirasi masyarakat dan perencanaan yang dbutuhken Aceh
Persentase layanan kegiatan Pimpinan Layanan Keprotokolan sesuai
yang sesuai standar Kegiatan arfasiitasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun
S Pongiten Yrg T Ly 100% | 2010 tentang Keprotokolan
Jadwal Kegiatan Pimpinan
14 | Meningkatkan Fasilitasi Perundang: Indeks Penyelesaian Fasilitasi Rasio x:mdlk hukum yang difasilitasi dan rasio | Mengukur rata-rata jumlah Biro Hukum Setda Acch
UndmgmdennhunHuh:m Perundang-Undangan dan B bantuan hukum terhadap kepala R Qanun Aceh yang
Hukum daerah dan permohonan bantuan hukum fakir | masuk kedalam Prolega dan
miskin yang difasilitasi selesai difasilitasi serta mengukur
rata-rata jumlah Permohonan
bantuan hukum yang masuk den
selesai difasilitast
15 Mmmgkmku—x Kualitas Jumlah Temuan Aset Yang Jumlah Temuan Aset Yang Telah ditindaklanjut Untuk memenuhi Permenpan dan RB Biro Umum
Kelemt Perangk Diselesaik TSR PR X100 | Nomor 20 Tahun 20 Tahun dan Peraturan
Daerah Mendagri Nomor 99 Tahun 2018
16 | Menmngkatkan Kualitas Jumlah Smoking Area Yang Tersedia | Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Responsip Gender Untuk memenuhi Permenpan RB Nomor 17
Ketatalaksanaan dan Yang Tersedia Tahun 2017
Pelayanan Publik Jumlah Ruang Lakstasi Yang X100 Untuk memenuhi Permenpan RB Nomor 88
Tersedia Target Sarana Dan Prasarana Yang Tahun 2021
Reponsi Gender
Jumiah Kids Zone Yang Tersedia Hasil Pengukuran Survei Budaya Kerja
ASN Untuk mengetahui tingkat keterikatan
ASN sehingga dapat meningkatkan
komitmen dan mempertahankan ASN yang
merupakan talenta-talenta terbaik
17 | Menngkatnya Nilai Nilai Laporan Penyelenggaraan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Biro Pemenntahan
Pemerintshan Dacrah (LPPD) - Pemerintahan Dacrah oleh Kemendagr dan Otonomi
Penyelenggaraan Daerah Setda Aceh
Pemerintah Daerah (LLPPD)
Rasio pcnyelmm pemasangan Jumlah Penyelesaian Pemasangan PBU Permendagri No. 141 Tahun 2017 tentang
PBU prioritas pasca Per gn X 100 Penegasan Batas Daerah
batas Daerah Jumlah Kebutuhan PBU Pasca Permendagn (1305 PBU)
Batas Daerah
Persentase Kerjasama Daerah Jumlah Kesber yang ditandatangani
X100 -
jumlah usulan penawaran kerjasama daerah (8 PKS)




BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diperlukan
Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh sekretariat Daerah Aceh.
Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. kebijakan
pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi
yang dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan atau
pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam perwujudan, strategi dan sasaran tujuan

Rumusan pernyataan strategi, kebijakan dan relevansinya dengan tujuan
dan sasaran sebagaimana tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Relevansi Tujuan, sasaran, strategi dan
Kebijakan Sekretariat Daerah Aceh

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan kebijakan yang Meningkatnya nilai SAKIP Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja | Peningkatan fasilitasi, pendampingan
berkualitas, penguatan koordinasi serta Pemerintah Aceh dan pembinaan kepada SKPA terkait
pelayanan administratif dibidang dengan AKIP

Pemerintahan, Keistimewaan,
Administrasi Umum serta Perekonomian
dan Pembangunan dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang
efektif dan efisien.

Meningkatnya pemenuhan infrastruktur ~dasar{Meningkatkan kualitas pembinaan sektoral, {Meningkatkan kualitas pengendalian
masyarakat lintas sektor, dan wilayah terhadap pelaksanaan

administrasi pembangunan
Meningkatnya kualitas layanan acara, tamu, dan Memberikan Bimtek pada ASN Pemerintah |Melaksanakan rapat koordinasi
hubungan keprotokolan pimpinan Aceh dan Kab/Kota keprotokolan antar Pemerintah,
Pemerintah Kab/Kota, dan instansi
vertikal lainnya

Melaksanakan Bimbingan Teknis

Pengendalian Inflasi Pengendalian stabilitas harga komoditi Mengendalikan stabilitas harga melalui
penyumbang inflasi operasi pasar dan pasar murah

Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemantapan Pemerintah dan Otonomi Penguatan Kapasitas Pengelola

Pemerintah Daerah (LPPD) Daerah Pemerintahan Daerah melalui

penguatan kualitas kelembagaan

pembangunan sistem informasi
terintegrasi penatausahaan, fasilitasi
kerja sama

Menyusun SOP penyelengaraan
fasilitasi kerja sama daerah

Optimalisasi penataan wilayah yang Mempercepat pemasangan PBU pasca
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi  |penetapan permendagri batas daerah

Mempercepat penegasan batas daerah
di lapangan yang memiliki potensi
daerah untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi masyarakat

Meningkatnya jumlah paket yang selesai pemilihan |Optimalisasi Ketepatan waktu pemilihan Melaksanakan pengadaan barang/jasa
yang transparan, terbuka, dan kompetitif

Memberikan kesempatan kepada Usaha|
Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah
dan Penyedia Lokal

Memberikan sosialisasi terkait peraturan
pengadaan barang/jasa

Mengidentifikasi kebutuhan
pengembangan sistem informasi

Menyediakan informasi terkait
pengadaan barang/jasa pada media
cetak, spse dan web

Melakukan pendampingan bagi pelaku
pengadaan
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Meningkatnya pembinaan dan jumlah kasus
pengadaan barang/jasa yang diselesaikan

Percepatan dan pencapaian leve
kematangan UKPBJ melalui peme!
variabel

elakukan Koordinasi'bersama LKPP
dan para pihak terkait

Tersedianya qanun, peraturan gubernur dan
keputusan  gubernur yang sistematis dan
berkualitas

Meningkatkan partisipasi stakeholder dalam
pembahasan peraturan
perundangundangan

Setiap produk hukum harus
memenuhi persyaratan

Terwujudnya penghormatan, perlindungan,
pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM bagi
perempuan, anak, penyandang disabilitas dan
komunitas masyarakat adat

Tersedianya data Rencana Aksi HAM dari
SKPA yang terkait

Dapat mengaplikasikan standar
indikator pemenuhan HAM

Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam
embangunan

Peguatan Koordinasi Lintas Sektor

Pernyesuaian Regulasi




BAB VI
RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN

6.1. Rencana dan Program Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang tersediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan fungsi.
Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai
hasil (outcome) suatu program.

Rencana Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Sekretariat
Daerah Aceh ini, merupakan program dan kegiatan baik langsung maupun tidak
langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan
penjabaran dalam Rencana kerja Sekretariat Daerah Aceh pada setiap tahunya,
periode 2023-2026.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kinerja secretariat
Daerah Aceh periode 2017-2022 sebagaimana tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023-2026

Capsian Rinsrjs Program dan Herangka Pendansan

Kendini Rincija Pada Akhis
Feriode REA iy

4 01 01 |Uased © lesburban % BETS | 055 1302005477 | 053 1.593.300.787 | 9% LOZ5172922 | 95% 16570670381 | 083 ©.438.221.567 R
Pumarintahan
Erogrom Wiesf | 277E/TE | 2800/ 2850/t | 2.900/u | 2050/ | 2,004 RO
i HE A £ 4 £ oan % = 3 T T 3 7 =z H 7233, S % 2
4 01 03 |Pemerinraban dan | Nlai/Stams LFPA e 3.387.067.985 3608079, s 37424103490 381720 | oo 12.825.780,013 | pry 0
R Lancamya
Ponumjang lenbunuban = - -
X XX 01 |Urusan ; w 2195 | 035 17.100.000000 085 1TAS0.000.000 | 95 17.800.000.000 | 95% 18.200.000.000 | 085 TO.SS0.000.000 | RO ADPIM
Pemerintohan m“""‘“‘“’“’m
| Dogrnh Provinsi |
Bogrwin Lancarmyn
Fecurjang febunitan
Urueen % wmos | 09 163303452800 085 T2i9ee210m | o3 175.643.020361 | 9% 170.156,795.708 | D55 €93 524.003.916 | RO UMUM
Feanesrinaly o
Dosrl Provins; | Perietoresn
Program Lancarya
. Femmjeng lewbusban o i . g = - 4 - o . Eo
X X 01 |Unsan . % 9748 | 095 1304.975.838 | 095 LAZ2ETS355 | 0% 1451332862 | 0% 1,480,359.520 | 095 5.749.543.575 | pnoeng
Femarintahan i g
Dewrah Provinsd | Pormtaman
Endekes
. | Peelesaion
4 |01 05 |Den Keordinasi | e = 093 | 033 9119986027 085 a3z 3ETaE | 005 0458433463 | 093 9678202152 | 093 FTIBOOTITL | ol
i Undangen dea
| Basmann Hukon
Frogram Lancamys
4 01 01 |Unsan irsopions; % 7831 05 10540335687 05 107411425 | 95 1004506544 | 95 1115488475 | 05 4,318,232 865 sy
r s 054,033 o7 004,506 115,488, | oman
Panerrintshan mr:': umsumm(u‘
Penstsan " = = 1 RO
4 |01 |0z |Bomemp Mm“‘“‘““, £ En 86 1306430802 87 1332550510 | & 1353652067 | 80 1380725130 | B9 5373367618 | qpiay
Frogram Lancamya
4 oL ?““m pnsben. % ®/OL | 095 2245106190 085 291028311 | 95 2396.846.875 | 95 2383565851 | 095 9.257.569.227 | ROISRA
rusan operasional
Rara-rata
Program persentase deks . o |
4 01 | Kessjuhersan s % 1678 | 100 7502219203 95 TAMB23583 | O3 511742555 | 05 BITO.7TTAZ | O5 32157469071 | ROISEA
Rakyat m""’““‘
i Fongeneslian ED
4 o o5 | i % 224 231 2440760434 2 2518757683 | 1,75 2580132837 | 185 1660015402 | 155 1azigsenaay | o RO
Prerrbeigumisd
Eregram
Uruigsa st % 0933 o3 2333221990 O3 2351923716 | 9500 2,420.504.330 | 9500 Z4TEIS5515 | 95 9.629.806.T31 xa
: aionnl - & i i sl ADPEM
Formarintahan bicars
Frogram ks
Eebiielienr pengendalian Invchekcs: ag g 4276731127 | 09 4300255550 | D9 2445500061 | DF 4538400674 08 17620568011 m’?fm
Program
: Lancarmyn
Pammjang krbnuteihion
| % |30¢ |0t | Unean | : t IT o5 5182436700 05 SASIE08TO0 | 05 5444700040 | 95 5711040285 95 21521 7RAM5 | RO PRI
Pemmerimtshen iompitio
| Docrabs Provm=t |
Program |
Kebtjakon dan =
4 |01 |07 | Pdayenan “‘“"IP"]”.M“ £ 3139 100 TEITS6E3.500 100 10.520.503.000 | 100 10.7E2060.710 | 100 12002786965 | 10O 41202003975 | ROPRI

Pesigadaan
| Barang dan Josa |




BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Biro Administrasi Pimpinan
Setda Aceh, ditetapkan beberapa indikator kinerja. Indikator kinerja adalah alat ukur
baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja
suatu sasaran program dan kegiatan. Indikator Kinerja Biro Administrasi Pimpinan
Setda Aceh yang akan digunakan selama 4 (empat) tahun ke depan yang mengacu
pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026
sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023-2026

\ 4
A

Kondisi Kinerja

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh 2023 - 2026

pada Awal Target capaian setiap tahun Kondisi Kinerja
No Indikator periode RPJM pada akhir periode
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 REA

1 |Indeks Reformasi Birokrasi 63 65 66 67 68 68

2 |indeks Pelayanan Publik 3,65/B 3,70/B 3,90B 4,20/A- 4, 50/A 4 50/A

3 |Nilai SAKIP 64 65 66 675 71/BB 71/BB
Meningkatnya kualitas materi, publikasi . . .

4 dan pelayanan keprotokolan pimpinan - 9 kegiatan 10 Kegiatan 1 Kegiatan 20 Kegiatan
Meningkatnya kualitas dokumentasi dan .

5 liputan - 6 unit 1 unit 7 unit

6 |Laju Inflasi 2,24% 2,18% 215% 2,12% 2,09% 2,09%
Pertumbuhan keuntungan perusahaan o . o o . .

7 |qaerah (BUMA) 6,26% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

8 [Nilai Status LPPA 2,8000/Tinggi 2,8500/Tinggi 2,9000/Tinggi 2,9500/Tinggi 2.9500/Tinggi

9 |Rasio Paket yang selesai pemilihan 6181 5500 5700 &6.000 6.000 23200
Rasio Pembinaan dan penyelesaian

10 |kasus permasalahan, sengketa 71 10 10 10 10 40
Pengadaan Barang/Jasa
PETEEHIASE ProdUR UKD KEWETAHG Hi

1 Aceh dan naskah hukum lainnya yang 90% 90% 90% 959, 95% 95%
diselesaikan
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BAB VIII
PENUTUP

8.1. Kesimpulan
Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2017 —

2022 yang merupakan dokumen penting dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh,yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026. Rencana Strategis Sekretariat
Daerah Aceh ini nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan
Rencana kerja Tahunan (Renja) untuk kemudian menjadi acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA).

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi,
semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Sekretariat Daerah Aceh, karena
akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang disusun, dengan
demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen
administrasi saja, karena substasinya mencerminkan tuntutan pembangunan yang
dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang

ingin dicapai.

8.2. Saran
Keberhasilan atau tidaknya Dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Aceh ini bukan semata-mata hanya pada proses perumusannya saja tetapi lebih
banyak dipengaruhi implementasinya bagi Biro-biro dilingkungan Sekretariat
Daerah Aceh. Semoga dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh
dapat dijadikan acuan untuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode
2023-2026.
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Tabel T-C 23 (2.3)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Organisasi 2018 - 2022

Taxget
i T ¥ - Ca da Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No. Indikator Kinerja 8o i ol T;ry;ct Target Indikator Target Renstra SKPD Tahun ke Realisasi pajan pa n P pa
Lalonya i 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Kebupaten/Kota yang dilaknkan fasilitasi/ asisten si 15
3 S - : 2 " , 00%
! |oPD sesuat dengan peraturan perundang-undangan 23 Kab/kota| 15 Kab/kota | 15 Knb/lota |23 Kab/kotwe | 23 Kab/kota Kab/kota 15 Kab/kota | 23 Kab/lota 100% 100% 100 100%
2 |Jumiuh SKPA yang difasilitast penyusunan Standar Pelavanan 8 SKPA 10 SKPA 8 SKPA 30 SKPA 8 SKPA 10 SKPA B SKPA 30 BKPA 100% 100% 100% 100%
d [Jumlah SKPA yang difasilitasi penyusunan SOP 12 SKPA 10 SKPA 15 SKPA 30 SKPA 12 SKPA 10 SKPA 15 SKPA 30 SKPA 100% 100% 100% 100%
Jumlah Kabupeten/Kota yang dilakulan pembinaan 10 {15]
< { ¢ 3 00% 00% 00% 00%
1 peningk 1 kapasitas pengelolaan tata laksana 9 Kab/Kot | 10 Keb/Kote| 15 Kab/Kotaj 9 Kab/Kota | 9 Kab/Kota Kab/Kota | Kab/Kota el isions : ! . "
Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi 00% 00% o
6 Pendayagunann Aparatr Negara di Dacrah (Rakorpanda) 100 Orang 103 arang 10 orang Bl 100 0mig f:i01mng) 101 oeang s : !
O [Jumlah buku kelekst perpustakann 630 Buku | 400 Buku 400 Buku ~| 630 Buku | 400 Buku [ 400 Buku - 100% 100% 100% .
Jumlah rancangen produk hukum bidang kelembagann SKPA,
7 |Unit Kesja, dan Lembaga Non SKFA sesuai peraturan 15 produk | 12 Prodak | 12 Produk | 14 Produk 15 produk | 12 Produk| 12 Produk | 14 Produk 100% 100% 100% 160%
hulkeum Hukum Hukum Hukum hukum Hukum Hukum Hukum
perundang-undengan
Jumlah SKPA dan Kab/Kota yang difasilitasi penyusunan 20 SKPA 4 " 54
8 [dokumen Anallsis Jabatan den Anelisis Beban Kerja yang danto | zm\ At a0 skpa | skpazuPTD fg m‘zzz d:‘; i";’l‘“ 308KkPA | skpazurtp|  100% 100% | 100% | 100%
ditetapkan dengan peratiurmn Kab/Kota Biro /Biro / [Biro
Jumlah SKPA dan Biro yang mengikuti fesilitasi penyusunan
A =y » 46 SKPA |16 SKPA dan [416 SKPA cdan | 46 SKPA |16 SKPA dan| 46 SKPA |46 SKPA dan| 46 SKPA
9 |pe y 1 y e 00% 100% 100% 100%!
;;;?;:g::;klnu]u dan Fasilitasi Penyusunan Pecjanjian Kinerja dan'9 Biro 9 Biro 9 Biro dan 9 Biro 0 Biro dan 9 Bito 9 Biro dan 9 Biro 1
10 Jumloh SKPA dan Biro yang mengikutl fasilitesi penyusunan 46 SKPA |46 SKPA dan |16 SKPA dan| 46 SKPA |16 SKPA dan| 46 SKPA |46 SKPA dan| 46 SKPA 100% 100% 100% 100%
LK) dan 9 Bl | 9 Biro 9 Biro din O Bira 9B |dan9Biro| 9B8io | dan 9 Biro
Jumlah Pernerintah Kabupaten/Kota vang difasilitasi/asistenst 10 i 15 2 .
S % Y o 0% 100% 100% 50%,
o penyusunan Roed Map Reformnasi Birokrasi Kab/ Kota 15 Kab/Kota| & Kab/Kota |20 Kab/Kota| 10 Kab/Kota Kab/ Kota 3 Kab/Kota |10 Kab/Kots : ?
Jumlah PNS Setda yang memilili sertipiket dolam diklat teknis "
‘ - 100% 100% -
el T fungsionel 11 Orang | 14 Orang 14 Orang 11 Oreng | 14 Orang | 14 Orang 100%
1 Jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan kescjahteraan o 7 O 613 On 600 Or: 600 Or 600 Orar 544 Oran 100% 100% 100% 100%
melalui KGB tepat waktu dan TPK sesuai disiplin dan kinerja oB7Orang 7169 ang eny [ieCany ans Loil ¢ *
14 |Jumlah arsip kepogawaian yang tertaiu 637 Orang | 637 Orang | 613 Orang | G44 Orang | 600 Orang | 600 Grang| 600 Orang | 600 Omang 100% 100% 100% 100%




Tabel T-C.23.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BIRO HUMAS DAN PROTOEKOL SEKRETARIAT DAERAH ACEH

T et FAdTiator Target Renstra Tahun Realizasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
NO| Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  |Target NSPE| Target IKK g,e] = -
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
(EY] 12 131 ] 14 151 18} {7 81 %) 151 181 {7) 18} 9] {3 16} 17 (2] 19
1 |Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
R i ikt i P g g e B DY P 900 900 1000 1050 1100 871 886 987 1015 1124 -
2 Mazrarakas 0,97 0,98 0,99 0,97 1,02
T Rilis Rilis Rilis Rilis Rilis Rilis Rilis Rilis Rilis Rilis
3 |Kegiatan Peningkatan Kerjasama den Media Massa 50% 70% 80% 85% 90% 48% 65% TT% 81% B87% 0,96 0,93 0,96 0,95 0,97
4 |Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Aceh T0% 80% - - - B3% T0% - - - 0,93 0,88 - - -
900 1200 1300 1000 1285 1330
5 |Kegiatan Pembinaan Famlitaszi Pelayanan Acara Pemerintah Aceh - - - - 1,11 1,07 1,02 - -
Kegiatan | Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kepgiatan
23 i) 25 30 38 42 48 40
6 |Kegiatan Pelayanan Tamu Pemerintah Aceh - - 1,65 1,83 192 133 -
Kunjungan | Kunjungan | Kunjungan | Kunjungan Kunj n |Kunjungan | Kunjungan | Kunjungan
1000 1000 1050 1100 1000 956 975 980 620 726
7 |Kepratan Koordinasi Penyusunan Naskah dan Malkalah Pimpinan 0,96 0,98 0,93 0,56 0,73
Naskah Maskah Naskah Naskah Naskah Naskah Naskal Naskal Naskah Naskah
300 300 380 300 400 83 87 99 190 2 3
8 |Kegiatan Pelayanan Informasi, Publikasi dan Aspirasi Masyarakat 0,28 0,29 0.26 0,63 0,43
Buah Buah Buah Buah Buah Buah Bush Bush Bush Busah
9 |Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Aceh - - 85% 90% 92% - - T5% 80% B5% - - 0,88 0,89 0,92
35 56
10 |Kegiatan Pelayanan tamu Pemerintah Aceh - - - - - - - - - - - - 1,60
Kunjungan Kunjungan
1350 1400 1460 1800
11 |Kegiatan Pembinaan fasilitas: pelayanan acara Pemerintah Aceh - - - - - - - - - 1,08 1,29
Kegiatan | Kegiatan Kegiatan | Kegatan
12 |Kegiatan Pemeliharsan rutin/berkala gedung kantor 100% 100% 100% 100%: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
13 |[Kepatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
14 |Eegiatan Pendidikan dan pelatithan formal - - - - - - - - 100% - - - - 1,00 -
15 [Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengangggaran dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,00 100 | 100 | 1,00 1,00
Laporan Kinerja
16 |Kepiatan Admimistrasi Umum Perangkat Daerah - - - - - - - - - [#] - - - - (4]
— |Kepiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
17 - - - - - - - - - 0 - - - - 4]
Daerah
Terlalcsananya Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pengelola
18 - - - - - - - - - 0 - - - - 4]
Penzadaan Bar, dan Jasa
19 |Eegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan - = = E 2 = Z = = Q = = E: = 4]
20 |Kegiatan Fazilitasi Keprotokolan - - - - - - - - - 4] - - - - 4]
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Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian
Provinsi Aceh

No|  Imlkator Kinerja Sesua Tugas dan Fungsi Tonget NSPK S— Target Indiktor Torpet Rens::hi'?c“fi(ﬂt Kaoal Realisasi Capaian Tahun Ke Rasio Capaian Pada Tahun Ke
Perangkat Daerah Lainnya
1§ 2 3 4 5 1 2 3 |4(202D)|5(2022)| 1 2 3 4 5
i 2 3 g 3 [ 7 ] 5 10 11 JZ 13 14 15 16 TF 13 19 20|
1. |Penyiapan bahan-bahan koordinas: pembmaan 100% Kegiatan Koordmasi Pembmaan 100% | 100% [ 100% | 100%a | 100% | 85% | 85% | 85% |9569% | 0% |8500|8500| 8500( 95,69| 0,00
dan perumusan kebijakan bidang pembmaan K ebijakan Pengembangan
sumberdaya pertanian dan Imglkungan hidup Sumberdaya Pertanian, ketahanan
pangan. kelautan dan perikanan,
serta kehutanan dan lingkungan
hidup
2. |Penyiapan bahan-bahan koordinasi pembinaan 100% K egiatan Koordinasi Pembinaan 100% | 100% [ 100% | 100% | 100% | 85% | 85% | 83% |95,69% | 0% | 85,00| 8500 85,00 95,69| 0,00
dan perumusan kebyakan bidang mdustry, Kebyakan Pengembangan mdustri,
perdagangan_ energi. sumberdaya mineral dan perdagangan, energl, sumberdaya
partwisata mmeral dan parrwisata
1. |Penyiapan bahan-bshan koordinasi pembmaan 100% Kematan Koordmasi Pembmaan 1002 | 100% | 10025 | 100%% | 100% | 859 | 832 | 85%% | 05,60% 0% 85,00 | 85,00 | 85,00 95,69 0,00
dan perumusan kebyakan bidang administrasi Kebyakan Pengembangan
sarana perekonomian kelembagaan perekonomian, usaha
mikro kecil menengah serta
penanaman modal dan badan usaha
milik aceh
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TABEL T-C. 23
PENCAPAIAN EINERJA PELAYANAN
BIRO HUKUM SETDA ACEH

NO

Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

Target NSPK

Target IKK

Target
Indikator
Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke

Realisasi Capaian Tahun ke

Rasio Capaian pada Tahun ke

2018 2019 2020 2021 2022

2018

2019 | 2020 2021

2022

2018

2019

2021

2022

121

4]

(1]

151 (i 3] 19 110

11l

(131 1131 ]

(FE1]

[pE:]

(bl

[B]]

20

Tersedianya Prolega Aceh
dan tersedianya Naskah
akademik/ kajian akademik

90% 90% 95% 95% 95%

95%

95% 95% 95%

Terselesaikannya
Pergub/Kepgub /Ingub

90% 90% 95% 95% 95%

95% 95% 95%

Terselesaikannya
RPP/Rperpres

90% 90% 95% 95% 95%

95% 95% 95%

Terlaksananya FGD teknis
peraturan perundang-
undangan

90% 90% 95% 95% 95%

95% 95% 95%

il

Terlaksananya evaluasi
ranganun kab/kota

90% 90% 95% 95% 95%

95%

95% 95% 95%

Tersedianya hasil klarifikasi
ranganun kab/kota

90% 90% 95% 95% 95%

95%

95% 95% 85%

Tersedianya rekomendasi/
hasil konsultasi ran ganun
kabupaten [kota dengan
pemerintahpusat

90% 90% 95% 95% 95%

95% 95% 95%

w

Terlaksananya
fasilitasi/konsultasi
kebijakan pemerintah
kab,/kota, penyusunan tata
tertib dan kode etik DPRK
Kab /kota

90% 90% 95% 95% 95%

G5%

95% 95% 95%

Terlaksananya percepatan
evaluasi/klarifikasi ganun
RTRW dan RDTR kab/kota

90% 90% 95% 95% 95%

95% 95% 95%

10

Terselesaikannya gugatan
terhadap Kepala Daerah

90% 90% 95% 95% 95%

95%

95% 95% 95%
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11

Terlaksananya pembelaan
hulkum terhadap
magyarakat faldr miskin

90

95%

Terlaksananya perumusan
MoU,/MoA

90%

90%

95%

95%

95%

95%

95%

Tersedianya pengkajian
naskah hibah dan
perjanjian kerjasama

90%

90%

95%

95%

95%

950,

14

Tersedia dan teraplikasinya
website
www_jdih acehprov.go_id

90%

90%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

15

Tersedianya bahan-bahan
penyajian informasi hukum
dan acuan pemantapan
JDIH

90%

90%

95%

g5%

95%

95%

95%

i6

Tersedia dan
terdistribusinya buku LD
dan TLD

90%

90%

95%

95%

95%

Terselenggaranya sosialisasi
peraturan perundang-
undangan

90%

90%

95%

95%

18

Terselenggaranya sosialisasi
MoU Helsinki

90%

20%

95%

95%
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Lampiran Tabel T-C.23.
PENCAPAIAN KINERIA PELAYANAN

BIRQ KEISTIMEWAAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA ACEH

" - . - Target
Indikator K T dan F
Ne b AR T e Target NSPK Target IKK Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke
Perangkat Daerah -
Lainnya
2013 2013 2020 2021 2022 2018 2015 2020 2021 2022 2018 2018 2020 2021 2022
-1 -2 -3 -4 -5 6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
1. |Penyedizan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 12 bulan 12 bulam 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 10055 100% 100% 100% 100%
2. |Penyedizan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulam 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%s| 100% 100% 100% 100%
Peningkatan Pelayanan Administrasi
3. |Perkantoran 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%| 100% 100% 100% 100%
4. |Peningkatan Pelayanan Kesehatan Aparatur 12 bulan 12 bulan 12 bulam 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 10084 100% 100% 100% 100%
5. |Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1Z bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 10056 100% 100% 100% 100%
6. |Pembinaan dam Peningkatan Sarana Mesjid 50 Peserta |50 Peserta |50 FPeserta |50 Peserta (50 Peserta |50 Peserta (50 Peserta |50 Pezerta (50 Peserta |50 Pesers 100% 100% 100% 100% 100%
7. |Peningkatan Pelayanan Keagamaan 34 Peserta |34 Peserta |34 Peserta |34 Peserta (34 Peserta |34 Peserta (34 Peserta |34 Pezerta (34 Peserta |34 Peszerta 100% 100% 100% 100% 100%
125 Peserta |125 Peserta| 125 Peserta| 125 Peserta 125 Peserta| 125 Peserta| 125 Peserta | 125 Peserta |125 Peserta [125 Peserta
8. |Peningkatan Syiar Ramadhan 23 Kab/Kota|23 Kab/Kotad 23 Kab/Kotq 23 Kab/Kota23 Kab/Kota| 23 Kab Kotz 23 Kab/Kota23 Kab/Kota|23 Kab/Kotal23 Kab/Kota 100% 100% 100% 100% 100%
69 Masjid |69 Masjid |69 Masjid &9 Masjid |69 Masjid |69 Masjid |69 Masjid |62 Masjid (69 Masjid 69 Masjid
Pelayanan Kehidupan Beragama dan Pembinaan
9. |Lembaga Keagamaan 12 bulan 12 bulan 12 bulam 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1005 100% 100% 100% 100%
10. |Pembinaan Imam Mesjid 45 Peserta |45 Peserta |45 Peserta |45 Peserta |45 Peserta (45 Peserta |45 Peserta |45 Peserta |45 Peserta |45 Peserta 1008 100% 100% 100% 100%
11. |Peningkatan Kegiatan Keagaamaan b kgt 6 kgt 6 kgt 6 kgt 6 kgt 6 kgt 6 kgt 6 kgt b kgt 6 kgt 100% 100% 100% 100% 100%
**Paningkatan Penyzlenggaraan Hari-hari Besar
12. [Islam B kgt € kgt & kgt & kgt & kgt 5 kgt & kgt 6 kgt 6 kgt 6 kgt 1007 100% 100% 100% 100%
13. |**Pembinaan dan Peninghkatan SDM 44 Pezerta [44 Peserta |44 Peserta |44 Peserta |44 Peserta |44 Peserta [44 Peserta [44 Peserta |44 Pesertz |44 Peserta 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Peran
14, [Ulama 1500 buku |1500 buku |[1500 buku [1500 buku |1500 buku |1500 bukw |1500 buku |1500 buku [1500 buku (1500 buku 1003 100% 100% 100% 100%
15. |Silaturrahmi Umara - Ulama 46 Peserta |46 Peserta |46 Peserta |46 Peserta |46 Peserta (46 Peserta |46 Peserta |46 Peserta |46 Peserta |46 Peserta 100% 100% 100% 100% 100%
100 Peserta |100 Peserta| 100 Peserta| 100 Peserta (100 Peserta| 100 Peserta | 100 Peserta | 100 Peserta | 100 Peserta [100 Peserta
16. [Pembinaan Kesejahteraan Sosial 12 bulan 12 bulan 12 bulam 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 100% 100%
Pelayanan dan Penanggulangan Masalah
17. |Kesehatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%| 100% 100% 100% 100%
** Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan
18. |Anak 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%| 100% 100% 100% 100%
13. |Singkronisasi Pembangunan Pendidikan 56 Peserta |56 Peserta |56 Peserta |56 Peserta |56 Peserta |56 Peserta |56 Peserta |56 Peserta |56 Peserta |56 Peserta 1008 100% 100% 100% 100%
20. |Pembinaan Lembaga Pendidikan 50 peserta |50 peserta [S0 peserta |50 peserta |50 peserta |50 peserta |50 peserta |50 peserta |50 peserta |50 peserta 10084 100% 100% 100% 100%
21 |Pembinaan Kebudayaan serta Adat Istiadat B0 pesera |80 pesera |80 pesera |80 pesera |30 pesera |30 pesera |30 pesera |80 pesera |B0 pesera |30 pesera 10084 100% 100% 100%|100
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Tabel T-C.23.
PENCAPAJAN KINERJA PELAYANAN
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH ACEH

Tareet | Tarmet Target Tasget Renatra Tabun Realzan Capaian Tabun Rasio Capaian pada Tshun
No Indilestor Knena sesusi Tugas dan Fungsi Perangkat Dasrah TQ;’;:( I‘g{ Indiater
: lamnnya 2018 2419 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2018 2020 2021 2012
) [#] 3} ) 5] 6 i) (&) ] {10 a1 (12 (13) (14) [£57] (16) an (18} a9 20
U - F 7
y ;| neniah Rescina Usnoin Pengndin bamngfiza (RUE) Pemennfih Acch 4.200 Paket|4.200 Paket| 20,000 Paker | 22.000 Paker | 22000 Paker | 2685 | 18918 g opspin | 15493 Paker 64 450381 | 43015 | 7042
yang dinmmmban Paket Paket
' e1nitil 1 AT i i CATLE 2
o [fuendeh paket pemilihan peuyedia secara teader Gan non teader yang 4200 Paket| 1762 Pakcet| 2100 Pakeet | 2200Paet | 2300Pacer | 25 1427 Paker| 3582Paker | 1335 Patet 64 3099 | 17057 | 60.68182
terselesaikan Palcet
" . " i ; i l : )
3 ;t:’;z:::fisl:;ﬁzd momionng;evahas dan pilaporn pelakzna 4.200 Paket| 7 Laporan | 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan I:*:Jf: 7Laporan | 3 Laporm 3 Laporan 6t 10000 | 4236 | 4286
4 |Terlaksananyz Pelayanan Adminstrasi Pengadaan Barang dan Jasa 80% 1 Eegiatan 20% §5% 90 T8% 1 Kegiatan 24.85% 87.02% a7:s 10000 | 106,06 | 1023765
5 |Tumlh Penvelessian Kasu: Pengadaan Barang dan Jaza Pemermtah Aceh T5% 3 Kazus 3 Easus 3 Easmus 3 Kasus 17.36% 3 Kaszus 11 Eame 35 Easus i6.48 100.00 366.67 | 1166.67
Jumlsh Penyeleszian Pengaduan/Sanggah Peng Barang dan Jasa : 35 Pengaduan/ | 30 P duan/ | 25 Pangaduan/ 70 Pengaduan/ | 31 Pengaduan/ 3 :
. Pemerintah Ace 0 g Sanggah Sengzah Sanggsh ! b Sanzgah Sangzah 0 0 200,00 | 103,33
7 |Terlaksananys Kerjasama Antar Lembaga Bidang Pengadaan Barang/Jaza T0% 0 0 0 0 55.15% ] 0 0 78.79 1] 0 I}
3 2 P
8 |sumtat Pota Kemitraan Pemerintah dengan Petatu Usaia 80% 1 Boh 20oH LFca LPoli sgare | 1Poll 0 1Pela 72,54 100 0 100
= Kemitraan Kemitraan Kemitraan Eemitraan Eemitraan Kemitraan
9 |Tumlsh kompetensi yang dmniliki oleh Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa 80% 679 Orang | 4 Kompetensi | 4 Kompetensi | 4 Kompetensi | 18.91% | 242 Orang | 2 Kompetensi | 2 Kompetensi 23,64 15,64 50,00 50,00
10 {;‘m};ﬁehk‘mm Btk Pengadtan Baritg din Jasa Pereratal ba §Kali | 60 Orang | 120 Osang 120 Orang 120 Orang AEal | 47 Oraag 0 43 Orang 6667 |79.33333] 0 3583
| Apara e
’ _— : . 300 . X i 739 . . < P - -
11 |Jumiah Penyedia vang mendaftar unmk diverifikasi 0% 300 Penyedia | 300 Penyedia | 300 Penyedia 64.43% - 214 Penyedia 168 Penyedia 50,54 2463333 71,33333 36
& A Penyedia = < Penyedia = *
12 |Tumlah Standarisasi LPSE yang dipenuhi [} i} 13 Eab/Kota | 23 Kab/Kota | 23 Ksb/ Kota ] 0 23 Kab/Kom | 23 Kab/ Kota 0 0 100 100
o '_‘ 1t 4 3 5 23 2 5
13 J@)]ahgen_\e]esmu,; o layanan secara 0 0 130 qu ) 150 0 o 5 30 o o 56.66667 | 2013333
ekektronik gern lak pert per lahan per 1sl per 1ak
14 [[ronian Fonpeiolan Tayanan ¥ Hecata Bl onacdl 80% | 69 Orane | 23Kab/Kotr | 23 KabiKota | 23Keb/Kota | 56.66% | 74 Orang | 23 Kab/Koti | 23 Kabl Kota 7083 | 10725 | 100 100
Pemerintah Aceh = "
15 |Persentase Stendarisasi Keamanan Informasi Sistem Pengadaan Elektronik 80 1] [ 0 o 61.30% 0 1] L] 77,25 ) a ]
16 |Jumlah Aplikasi Sistem Pendukung Layanan Pengadaan Elektronik 30% 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 63.39% | 1 Aplikmsi 1 Aplikasi 1 Aplikas 79.24 100,00 | 100,00 | 100,00
17 |Tumish Sosiatizasi Perataran Bidang Pangadamn Barang dan Jaza 3 Dolmen | 5 Kegistan | 5 Kegiatan § Kegatan SKeginan |1 Dotumen| 5 Kepintan | 3 Kagistan S Kegiatan 33,33 10000 | &0 | 100,00
3 } ! o b 1 a: o )]
18 |Jumiah Rancangan Pergub yang disusua 0 Risipecait 1 Banperzub 1 Ranpergub 1 Ranpergub 0 Ruigiigib 1 Ranperzub 1 Ranpergub 0 100,00 | 10000 | 100,00
L e Bm‘“ﬁi"ﬂ“‘mf*’lﬁg‘“‘a SESE, e puschaiing edender:2 12Eati | 200 Orang | 2.6850rang | 2885 Orang | 2.3850sang | 4Kat |675Oremg| 193 Oramg | 427 Orane 1333 | 3375 | 660 | 1480




TABEL TC. 23
PENCAPAIAN KINERJA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PERIODE 2017 - 2021

Nejadi
Sundingen [Perneadagri 90/20 Menjadi 080,
roua/Bding U | It K P # Fepmenlapl SO g 0831
PR Turget Renstra Perangkat Dacrch Tahun ke Reallsai Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke
P ' m" ; mwmm; N Urusan Bidang Yams UrusaaBidasg
UrusanProgram Tkt | Urusan/Program/egitun/ fub | rusan/ProgranKeghatun| Sub
Sub Reglatan Kegiatan Regiatax ]
/ 2007 08 2019 00 01 07 | 2 009 | 2020 [ 2001 | 2007 [ 2018 [ 2019 [ 2020 | 2001
2 3 [ § 3 7 [} [] 10 1 1 1 W 16 1 1 ¥ | % | | 12| B
Biro Tata Pemecintahan Biro Tata Pemerintuhan Biro Tata Pemerintaban Biro Pemerintabas das Otda
| 2776/ Tinggi | 3.2363Tingg/ |  befum |  belum
i Progn Pesinglatan | Program Peainghatan P i y i
d::nhdmhrﬁ N ElhnrImm‘nnlqmm : Slker das status 1.6 Mg .5 e 7|16 Mg | .5 o7 2.6 g | 160G edang Tepat Walcu | Tepat Waity |kehuar nilai | kefuar nilai , . .
DR/ WKDH peagliaggira KDH/WKDH i o gt Wak | epat Wakeu | epot Waleu | ot Wakt | et Wabtu | et wet | B || K
thustabel pemeriatahan Acseh pemerintaban Acth ’
- Birokrast yang memiliki |
pelayanas publik yang | Program Peratana | Fusilitas! pemanfeatan data | Program Penataan Tersentast Peaperahan
Iberkaalitas Perituran Perundang:  kependuduban kepadn SKPA{Peraturan Perundang:  (Aset dari Drah Induk
: Meainghatoya hai-hak  |Undangen Undangin kepadi Daerih % 5% BE% L 9y % &% BE% Wk 00% | 100 | J00% | 100% | 100% | 10M%
pelitl Pemebaran
. Birokras! yang efektf ! FROGRAM PENERINTAHAN DAY | PROGRAM PEMERINTAHAX
dan efsen Frogran Peeataaa Duerdh | Tinghat Partiipast Program Penataan Daerab Fementise OTONOMI DAERAH DAN OTONOMI DAERAH
Tuntamp Atasan (Otoncmi Bara (Misyarabat dulam Pemilu | Otonomd Bany Hecanmatan yang telah
erum VLR dan Pemilukada meterapkan PATEN 174% 4% I T 4% 8% | S05% | 558 100 | uZ | 1 | 12
Progran Pesinglatun | Penentase Peayeraban Ase Program Peninghatar | Juniah fslimi
Hualitas Kelembagasn ~ dari Deerah Induk kepads  |Kualitas Eelembsgaan  |penpelesaian seqmes %
Doerah Pemekaran batas daerah antar 10 Putitasi | BFusilitosi | 8 Fusiitasi | 11 Fasiitasi | 10 Faslitns | 10 Foslitasi | 8 Psilinsi | 8 Fusiitasi e | HOR | 100|100k 1008
pmhﬂnhl)‘hu Fasiiitas
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